PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan H. Agus Salim No, 07 Kota Baru Jambi - 36137
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (074 1) 445116
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SATKER : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
SURAT PERINTAH KERJ A (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
$-02/SPK~-REHAB/DLH/IV/2020 Tanggal
21 April 2020
Nama I'PK: EVI SYAIIRUL, SP
Nama Penyedia : CV. FIDELA MULYA
Halaman 1 Dari 7 NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG :
Paket Pekerjann: UND- 02/PL-REHAB/DLH/IV/2020
‘ = Tanggal 17 April 2020
REHABILITASI LOBBY KANTOR DLH PROVINSI NOMOR DAN TANGGAL BERITA' ACARA HASIL
JAMBI PENGADAAN LANGSUNG :
BA~02/HASIL~PPB]/DLH/1V/2020
Tanggal 21 April 2020
. . , . Satuan
No. Uraian Fekerjaan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Total (Rp)
Ukuran
I |PEKERJAAN PENDAHULUAN 680,000.00
[ |Pek. Papan Nama Proyek 1 Ls 200,000.00 200,000.00
2 |pek. Bongkaran 1 Ls 200,000.00 200,000.00
3 |Pek. Pelaporan/Dokumentasi 1 Ls 280,000.00 280,000.00
I PEKERJAAN RANGKA PARTISI ALUMINIUM + KACA 18,110,308.36
TYPE.1
1 |Pek. Kuzen Aluminium 4" Warna Coklat 23.56 M 201,787.00 4,754,101.72
2 |Pek. Pas. Kaca Mati T.5mm 761 M2 313,930.00 2.389,258.44
3 [Pek. Pintu Aluminium + Kaca T.5 mm 3.6 M2 1,141,487.00 4,109,353.20
4 |Pek. Pas. Sunblas 3.14 M2 140,000.00 439,600.00
5 |Pek. Engsel Pintu Hidrolik/Otomatis 2 Unit 300,000.00 600,000.00
6 Pek. Handel Pintu Steanless 2 Set 250,000.00 500,000.00
7 |Pek. Pas. Engsel Pintu Aluminium Biasa 6 Bh 53,082.50 318,495.00
8 |pek. Pas. Pinjer Pin + Instalasi 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00
‘ UMINIUM + KACA
- PEKERJAAN RANGKA PARTISI ALUM 13,162,259.96
TYPE.2
1 [pPek. Kuzen Aluminium 4" Warna Coklat 10.16 M 201,787.00 2,050,155.92
2 |Pek. Pas. Kaca Mati T.5mm 1.4268 M2 313,930.00 447,915.32
3 [Pek. Pintu Aluminium + Kaca T.5 mm 3.56 M2 1,141,487.00 4,063,693.72
4 |Pek. Pas. Sunblas 1.3 M2 140,000.00 182,000.00
5 |Pek. Engsel Pintu Hidrolik/Otomatis 2 Unit 300,000.00 600,000.00
6 |Pek. Handel Pintu Steanless 2 Set 250,000.00 500,000.00
7 |Pek. Pas. Engsel Pintu Aluminium Biasa 6 Bh 53,082.50 318,495.00
8 [Pek. Pas. Pinjer Pin + Instalasi 1 Unit 5,000,000.00 S,QQ0,000.00
IV |PEKERJAAN DINDING PARTISI 21,765,564.65




"1 ek, ras. Dinding Rangka Besi 17.49 M2 137.120.00 v_j_x__:_zf"_so
"5 |fek. Fas. Dinding Fartisi Triplek T.9mm 37.62 M2 116.720.00]  4.391,006.40
73 |rek. ras. Dinding HFL 33 M2 18000000 594000000
"4+ [pek. ras. Dinding Walpaper 5.61 M2 32688500 183382485
= |rek. Fas. List Dinding Triplek T.9mm Lapis HFL 14.37 M| a1ss000f 59780460
8 i‘;:—ll‘;i"b;\:n;;[}indinz&- Mapond 1 Ls 1,140,000.0¢ -“_l"‘ iio_ Lv\\’OO
_7:— i":}:—la.sﬁl;;\ﬂ\;mq (acrylic) 1 Unit 2.000,000.00 - _(‘f\i }}‘\\‘
8 FcLiEG.AVl;unlf ‘\;\-h: 33 Bh ) 105.,000.00 :S'L\\‘N
y giKERjAAN ELEKTRIKAL DAN PEMINDAHAN RAK e , G iwoooo
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JUMLAH TOTAL FISIK 54,364,132.98
~ rrn 10% 5.436,413.30
~ TOTAL FISIK + P'P'n 59,800,546.28
[remButaTan 59.500,000.00
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 59,800,000

Terbilang : ( Lima | uluh Sembilan Juta Sembilan Katus Lima Puluh Kibu Rupiah )

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD DL FProvinss Jamby Tabun Anggaran 2020 untuk nuta anggaran kegratan
Fendayagunaan Laboratorium Lingkung.an Hidup

Jenis Kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) han kalender terhitung mulai tanggal 21 April sampai
dengan 20 Mei 2020

Untuk dan atas nama DLH Provins: Jamby Untuk dan atas nama Penyedia

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN _ CV.HDELA MULYA

STERALbad
MPEL @'

P’. - W
AU RUPLAM P ZUBAINAR
NIP 19790528 200501 1 004 | ' Dircktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikin pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga vang tercantum dalam SPK.

2. HURKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK

4. PR membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK
b Harga SPX telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asurans




¢.  Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuanhitas dan harga (untuk kontruk
harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

4. HAKKEPEMILIKAN

a.  PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan schubungan
dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk
membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh
penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi vang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu,
serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPRK mengandung cacat mutu, Penyedia bertanggung jawab atas cacat
mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan,

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah vang dibehankan
olch hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam harga SI'K.

7.  PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selunih pekenjaan, kecuali
kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Fengalihan seluruh pekerjaan hanva diperbolehkan
dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat Lunnva,

8. JADWAL
a.  SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal vang ditetapkan
dalam SP.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai Kerja vang tercantum dalam 8P

c. e n}cdm h.ll‘lh ch)clc x.uk in pekenj 1N SeSW n Jadwal v ing .hknmk m.

pengend: |Imnny.l dan penyedia telah mel. lpolk in ku wdian tersebut hpnl VPPK, maka FEK d. ipat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a.  Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya
pemeliharaan untuk:

1) semua Konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat Kerjanya; dan

3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a.  Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas FEX beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, qugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya vang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalatan berat PPX) sehubungan
dengan Klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penvedia dan Personil;

20 adera tubah, sakit atau kematian Personil;

41 kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga,




b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,
semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat
ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan
selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka
penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a.  Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b.  Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan Liporan harian pekerjaan yang berisi
rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c.  Laporan harian berisi:

1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan,

2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan,

5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan

6) catatlan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil
PPK.

e.  Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f.  Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g Unluk mereckam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan,

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a.  Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

b.  Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

"3 l _'k“ keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan
kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian discpakati oleh




d.  Tanggal Penyclesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyclesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.  Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b.  Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan.

¢.  Dejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan olch
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

¢.  Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan
Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa
selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh
tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
c.  PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang
ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian terscbut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

f.  Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK
a.  SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan olch sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan,

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
¢.  Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul

PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) K tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi scsuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,
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¢ wanh rag hanva dapat dilavarkan pla berdacarkan data penuniang dan perhitungan kompensas yang
damiban olch porveda kepada TR, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensast

1 TPerpamangan waktu penvelesatan pekeraan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penungang dan
porhitungan kompensas vang diajukan olch penyedia kepada FUK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
alihat Peratiwa Kompensaa

¢ Penvedia bdak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia
gagal atau Lalan untuk membenkan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompoensan

19 PERFANJANGAN WAKTU
a  Dikatenadi Penstiwa Kompensasi schingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesatan
maka penyvedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. FPK
berdasarian perimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
Perpamangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah
Masa ST'K

b TR dapat menvetujul perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis
vang diajukan olch penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SFK

a Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus
diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

21 biava langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biava langsung demobilisasi personil.

¢, Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

d. Menvimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penvedis lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
fangla waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penvedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu scrta tanpa persctujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)

dan harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atan kelanjutan pekerjaan, dan
crintah tersebut tidak ditank selama 28 (dua puluh delapan) hari,




8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;

9 penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

ks 7 a «r a /’
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh I'PK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan
yang ada di lokasi pekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus
sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSFM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. I'TK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanpreslasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya sclama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat disclesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi alau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




